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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAPPI 

Jakarta, 24 Januari 2025 

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi terhadap 

Permohonan dengan Perkara Nomor: 128/PHPU.BUP-XXlll/2025 yang 

dimohonkan oleh Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Mappi Nomor Urut 5. 

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI 
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, 
Jakarta Pusat. 

Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

YETI ENOCH. Nama 

Pekerjaan/Jabatan 

Alamat Kantor 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi 

JI. Kalimantan Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mapi, Papua 

Selatan, 

Telpon Kantor 

Email Kantor kpukabmappi@gmail.com 

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/HK.07.5-SD/9303/2025, tertanggal 15 

Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 

UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H. 

RADEN LIANI AFRIANTY, S.H. 

KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H. 

FAJAR MAULANA YUSUP, S.H., M.H. 

RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H. 

WAHYUDDIN, S.H., M.Kn. 

MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H. 

FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H. 

(NIA. 10.01795) 

(NIA. 10.01780) 

(NIA. 013-00797/KAI-WT/2009) 

(NIA. 12.01.04489) 

(NIA. 16.05629) 

(NIA. 17.02851) 

(NIA. 19.02760) 

(NIA. 20.02598) 



YOPTA EKA SAPUTRA TANWIR, S.H., M.H. 

ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H. 

AHMAD AZIZ, S.H., M.H., 

(NIA. 21.01568) 

(NIA. 23.01467) 

(NIA. 22.03387) 

Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Hamid Owi Hudaya "HOH" Law Office, 

yang beralamat dan berkantor di JI. Eka Oasa No. 3, Menteng Oalam, Tebet, Jakarta 

Selatan, 12870, Telp. +6221 2290 8080, Email: hdhlawoffice@gmail.com., 

Oalam hal ini, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada HOH Law Office, sah 

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, untuk selanjutnya disebut sebagai-----------­

TERMOHON; 

Adapun mengenai jawaban Termohon terhadap permohonan Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Oaerah Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang dimohonkan oleh 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 5 dalam 

Perkara Nomor: 128/PHPU.BUP-XXlll/2025, dapat Termohon uraikan sebagai 

berikut 

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam 

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang 

diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam

permohonan a quo, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif yang

dilakukan oleh Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.

b. Netralitas Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi

dalam Pemilihan Kepala Oaerah Kabupaten Mappi tahun 2024.

2. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan a aquo, Pemohon meminta kepada

Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5

Oistrik yakni: 1. Oistrik Assue, 2. Oistrik Obaa, 3. Oistrik Minyamur, 4. Oistrik

Nambioman Bapai, 5. Oistrik Bamgi.

3. Bahwa setelah Termohon mencermati alasan-alasan Pemohon pada bagian

posita dan petitum dalam Permohonan a quo, maka sangat jelas dan nyata,

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili hal

tcrs2but. Karena, tidak terdapat satu pun alasan / dalil yang dapat Pemohon
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buktikan dalam permohonan a quo, dapat mempengaruhi hasil perolehan suara 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024; 

4. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut

"UU No. 10 Th. 2016"), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa

dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk

menyeIesaIKannya, yaItu:

NO BENTUK 
, . .  ,, 

KOMPETEN,$l L�MBAGA KETERANGAN 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

., 

Pelanggaran Administrasi ■ Bawaslu

Pemilihan yang Bersifat ■ Mahkamah Agung

Terstruktur, Sistematis dan Masif 

(money politic) 

Pelanggaran Kode Etik DKPP 

Pelanggaran Administrasi ■ KPU

■ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa 

Sengketa Pemilihan Bawaslu/Panwaslu 
Proses Pilkada 

Pelanggaran Pidana ■ Sentra Gakkumdu

■ Pengadilan Negeri

■ Pengadilan Tinggi

Sengketa Tata Usaha Negara ■ Bawaslu/Panwaslu

(Pemilihan) ■ Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara

■ Mahkamah Agung

Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi Sengketa Hasil 

Pilkada 

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau 

perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan; 

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 juncto

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September

2022, telah mengatur bahwa

"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan 

peradilan khusus. "; 

6. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari ''perkara

perselisihan penetapan pero/ehan suara tahap akhir hasil Pemilihan". Karena,

memunculkan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil
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pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi 

Pemilihan Umum?" atau termasuk juga dengan "dugaan pelanggaran yang terjadi 

selama proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil perolehan 

suara dalam pemilihan tersebut?"; 

7. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat

(1) UU No. 10 Th. 2016 yang mengatur bahwa:

''perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi 

danlatau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan 

perolehan suara hasil Pemilihan." 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi 

dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan, yang menjadi kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, yaitu: (a) Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan; dan (b) Objek sengketanya adalah 

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; 

8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan

kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah

konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana

salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017

menyatakan:

" ... dst ... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam 

hubungannya dengan keseluruhan proses penye/esaian perselisihan hasil 

pemilihan gubemur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai 

pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas­

batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi /ainnya 

dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran 

administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi 

Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 

UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan 

penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai 

dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan 

Pasa/ 33 UU 1012016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan ca/on 

kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan 

dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasa/ 135A, 

Pasal 153, dan Pasal 154 UU 1012016); (iv) untuk tindak pidana 

pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra 

Gakkumdu, yaitu Bawas/u Provinsi danlatau Panwas Kabupaten/Kota, 

Kepoiisian, Keiaksaan {vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan 

dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta 

(v) untuk perse/isihan hasil pemi/ihan kewenangannya diberikan
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kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk 

sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada 

Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 1012016). (Vide Putusan aquo 

Ha/aman 185-186); 

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk 

memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui 

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 

1012016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a 

contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memper/uas 

kewenangannya sehingga me/ampaui kewenanqan yang diberikan 

berdasarkan Pasa/ 157 ayat (3) UU 1012016 tanpa menyerobot 

kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan 

demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun 

Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadi/an substantif lalu hendak 

"memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas 

kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah o/eh Undang-Undang, in 

casu UU 1012016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas­

batas itu maka ha/ itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan 

hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang 

berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan 

gubemur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan 

dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun 

budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal 

dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" 

(Vide Putusan aquo Ha/aman 188-189). 

9. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVll/2019

tanggal 27 Juni 2019, pada halaman1814, dinyatakan:

". . .  dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks 

proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus 

semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila ha/ demikian 

yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan 

yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan 

kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menye/esaikan sengketa hasil 

pemilu . . . .  dst." 

"dalam ha/ ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana 

lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna 

menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak 

melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga 

yang diberi wewenang te/ah menye/esaikan, terlepas dari apapun putusan 
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yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan 

permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus 

permohonan kualitatif dimaksud." 

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 

01/PHPU-PRES/XVll/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama 

halaman 1826, telah ditegaskan: 

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa 

tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang 

bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan 

kepada Mahkamah, tidak pemah ada pengaduan mengenai adanya 

pe!anggaran demikian." 

10. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya

secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan

Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan

mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu

(Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan

sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif". Dimana, terhadap hal tersebut

pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian

masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses

pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan

permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu

(Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam

pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman

1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVll/2019 tanggal 27 Juni 2019;

11. Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan

dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Termohon uraikan

di atas, maka dapat dikonstantir kewenangan Lembaga I lnstitusi untuk

menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan

Lembaga /lnstitusi tersebut telah diatribusikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

(money politics), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung

(vide Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);

b. Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (vide Pasal 136-137

UU No. 10 Tahun 2016);

c. Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/

Panwaslu (vide Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);

d. Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (vide

Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
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e. Tindak pidana dalam pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu,

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (vide Pasal 145-150 UU No. 10

Tahun 2016);

f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/

Panwaslu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung

(vide Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016); dan

g. Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

(vide Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016).

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Th. 2016 dan

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah

Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak

boleh bertentangan dan/atau mengambilalih kewenangan Lembaga / lnstitusi lain

yang berwenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan, seperti

pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan,

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan,

dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;

13. Bahwa dalam perkara a quo, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada

bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran­

pelanggaran dalam proses pemilihan, sudah jelas merupakan kewenangan

Lembaga/ lnstitusi lain, yakni Bawaslu untuk mengadili perkara yang dimohonkan

oleh Pemohon tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 135 A UU No. 10

Tahun 2016, dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah

Konstitusi;

14. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024 yang disampaikan oleh

Pemohon, Termohon sama sama sekali tidak pernah mendapatkan surat

rekomendasi dari Badan Pengawas pemilu Kabupaten Mappi sampai dengan di

ajukannya permohonan ini.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Th. 2016, telah

diatur:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU 

Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi 

danlatau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota ditetapk�n." 

Dengan demikian, jika Pemohon menduga adanya pelanggaran selama proses 

rekapitulasi suara dan pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten 
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ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

b. Kabupatenlkota dengan jumlah penduduk /ebih dari 250.000 (dua ratus

lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500. 000 (lima ratus ribu) jiwa,

pengajuan perse/isihan pero/ehan suara dilakukan apabi/a terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan

oleh KPU Kabupaten/Kota.

c. Kabupatenlkota dengan jumlah penduduk /ebih dari 500. 000 (lima ratus

ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan

perse/isihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupatenlkota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu

juta) jiwa, pengajuan perse/isihan perolehan suara di/akukan jika

terdapat perbedaan paling ban yak sebesar 0, 5% (no/ koma lima

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU

Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2),

Semester I Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat KPU RI Nomor

2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah

Kependudukan Semester I tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas surat Dirjen

Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor:

400.8.4/.4/17901 /Dukcapil.ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan

kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, penduduk Kabupaten Mappi

berjumlah 112.071 (Seratus dua belas ribu tujuh puluh satu) Jiwa. (Bukti T-3),

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam hal

adanya perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi

tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kata.

Dengan demikian, selisih perolehan suara yang diperkenankan undang-undang

adalah 2% x 67.620 suara sah = 1352 suara;

5. Bahwa selisih perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Mappi tahun 2024

antara Pemohon (Pasion No. 5) dengan Pihak Terkait (Pasion No. 3) adalah 3,02

% (tiga koma kosong tiga persen) atau 2.050 suara. Dengan demikian,

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan
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permohonan a quo, karena melebihi ambang batas selisih suara yang 

diperkenankan Undang-undang; 

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 

ayat (5) Undang-Unadng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2024, yaitu 

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota. 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata beracara dalam perkara

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota

Ayat(1) 

''Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (off/ine), Pemohon dapat 

memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja 

sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum" 

Ayat (2) 

"Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat 

memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling Jama 3 (tiga) hari kerja 

sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum". 

2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul

23.49, dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e­

AP3) Nomor 129/PAN.MK/eAP3/12/2024 dan memberikan perbaikan permohonan

pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 jam 15.12 WIB.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK nomor 3 tahun 2024

jelaslah Perbaikan pemohon telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh

Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu 3 hari sejak diterimanya e-AP3 oleh

Pemohon atau kuasa hukum. (Bukti T- 4)

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka demi kepastian hukum, Termohon akan

menjawab dalil-dalil yang Pemohon sampaikan pada permohonan awal yaitu

permohonan yang pemohon sampaikan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 6

11Asember 2024 Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik (e-AP3)

Nomor 129/ PAN.MK/eAP3/12/2024.

5. Bahwa meskipun perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu, agar Mahkamah

mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dalam memutus perkara a quo,

Termohon akan menanggapi secara umum dalil-dalil perbaikan permohonan
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Ayat (2) 

"Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitu/asi hasi/ 

penghitungan perolehan suara di kabupatenlkota dapat 

di/aksanakan sesuai dengan jadwal tahapan". 

Bahwa faktanya pada saat itu Ketua KPU sedang menjalankan perintah 

PKPU Nomor 18 tahun 2024 dengan membagi jumlah distrik dalam 

wilayah kerja KPU Kabupaten Mappi. Sementara Obaa, Assue, 

Nambioman Bapai adalah wilayah monitoring Ketua KPU Kabupaten 

Mappi. Sehingga Ketua KPU Kabupaten Mappi berkewajiban 

memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan 

sesuai dengan jadwal tahapan. 

Bahwa dalil pemohon tersebut merupakan dalli asumtif tanpa dasar 

hukum. Karena kehadiran Ketua KPU Kabupaten Mappi pada saat itu 

adalah termasuk dalam salah satu wewenang KPU Kabupaten/ Kota 

yang terdapat di dalam undang-undang. 

b. Bahwa pada angka 9, pemohon menyebutkan Distrik Obaa akan tetapi

yang pemohon dalilkan adalah Distrik Passue Bawah, sehingga

Termohon sulit untuk memverifikasi kebenaran dalil pemohon tersebut.

Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan ada petugas KPPS

mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 di distrik Obaa dan petugas

PPD tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu ada indikasi tidak

netral. Dapat Termohon jelaskan bahwa dalil tersebut bersifat tuduhan,

karena faktanya Termohon beserta jajaran dibawahnya telah bekerja

secara maksimal dan selaku penyelenggara telah bersikap netral.

c. Bahwa pada angka 10 terkait adanya kejadian khusus di Distrik

Minyamur, pemohon pada pokoknya mendalilkan ada keterlibatan

"Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan memerintahkan surat suara bisa

digeser ke nomor 03" adalah asumsi dan hayalan serta bertendensi

pada fitnah karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah

terjadi dan tidak dijelaskan oleh Pemohon, perintah tersebut diberikan

kepada siapa, serta bagaimana caranya. Adapun terkait denga tuduhan

adanya salah satu Pasion membagikan uang sebesar Rp.10.000,000,

(sepuluh juta rupiah), termohon tidak pernah mendengar kejadian

tersebut, serta tidak ada klarifikasi dan rekomendasi dari Bawaslu

terkait kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

d. Bahwa pada angka 11 terkait kejadian di Distrik Mambioman Bapai,

pemohon mendalilkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Mappi

memerintahkan ketua PPD Distrik untuk menambahkan suara pada

paslon nomor 03.
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Bahwa atas dalil pemohon tersebut, adalah tuduhan yang tidak 

berdasar dan Ketua KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pelaporan 

kepada pihak kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Republik 

Indonesia Daerah Papua Resor Mappi dengan Nomor 

STPL/152/Xll/2024/Papua/Res.Mappi atas Penyebaran berita bohong/ 

Hoax. (Bukti T-13) 

e. Bahwa dalil pemohon pada angka 12 terkait kejadian di Distrik Bamgi,

pada intinya menyatakan ada kecurangan dan Para Saksi Pasangan

Galon tidak tandatangan adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Karena berdasarkan bukti D.Hasil Kecamatan Bamgi (vide bukti T-7)

Saksi Pasangan calon nomor urut 1, 3 4 dan 5 (saksi Pemohon)

menandatangani berita acara rekapitulasi di Tingkat Distrik Bamgi.

f. Bahwa pada angka 13 pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

terdapat saksi TPS Pemohon yang dilarang mendokumentasikan / foto

hasil penghitungan suara di TPS (G.Hasil Plano).

Bahwa dapat termohon jelaskan, seluruh saksi Pasangan calon dapat 

mendokumentasikan rekapitulasi hasil sebagaimana termuat dalam 

G.Hasil Plano, dan tidak ada larangan terhadap proses 

pendokumentasian. Jikapun saksi Pemohon merasa ada larangan, 

seharusnya saksi Pemohon melaporkan atau mengadukan kepada 

Pengawas TPS, ataupun kepada Termohon dan melaporkan kepada 

Pengawas Kecamatan I Bawaslu. 

Bahwa terkait C. Hasil Salinan, Termohon telah memberikan kepada 

seluruh saksi Pasangan Galon dan Pengawas TPS di seluruh TPS di 

Kabupaten Mappi. 

2.31. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti Pemohon TIDAK TERBUKTI 

secara sah dan meyakinkan sehingga menjadi tidak relevan untuk 

dipertimbangkan mahkamah lebih lanjut, oleh karenanya permohonan 

Pemohon haruslah ditolak oleh Majelis Hakim. 

E. TENTANG PERBAIKAN PERMOHONAN YANG LEWAT WAKTU

Bahwa meskipun perbaikan permohonan pemohon adalah melebihi batas waktu 

yang ditentukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat 

(1) dan ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, akan tetapi untuk menambah kepastian

hukum bagi mahkamah untuk memutus perkara a quo, Termohon akan mengulas

beberapa hal yang ada di dalam perbaikan permohonan, sepanjang yang tidak

terdapat di dalam permohonan awal.
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Ill. PETITUM 

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai 

berikut: 

DALAM EKSEPSI 

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi

Nomor: 38 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

NO NAMA. PANGA_N CALON 
'l.'>,,,'it>·, PEROLEHAN SUARA 

.. ·' 
'" 

1 Emanuel Bernadus Daud Basagi dan lr.H. Jaya 
10.818 

lbnu Suud, ST 

2 Berekmas Reynold us Bapaimu, S.STP dan 
1.676 

Muhammad Agus Salim 

3 Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi 23.762 

4 Stefanus Kaisma, S.Sos dan Adnan Satriyono, 
9.647 

A.Md.,

5. Benediktus Amoiye, S.Pd., M.Si dan
21.717 

Benediktus Tori Paliling (Pemohon) 

Jumlah Suara Sah 67.620 

Atau; 

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bona). 

Hormat Kami 

Kuasa Hukum Termohon 

Law O!!ioe 

UNOTO DWI YULIANTO, S.H., .H. 
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